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PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2019/MS.Sus

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (XX
Tahun), Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxx, Pekerjaan
XXXXXXXXXX, Tempat Tinggal di Jalan Kampong XXXXXXXXXX
Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota Subulussalam, sebagai
Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (XX
Tahun), Agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxx, Pekerjaan
XXXXXXXXXX, Tempat Tinggal di desa xxxxxxxxxx Kecamatan
XXXXXXXXXX Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2
September 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di
kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor
65/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 2 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang menikah Di KUA Kecamatan Xxxxxxxxxx pada tanggal
XXXXXXXXXX berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
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XXXxxXxxxxx dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXX Kabupaten xxxxxxxxxx tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawainan
adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kuta
Cepu sampai dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai
satu orang anak yaitu XXxXxXXxxxX Binti Xxxxxxxxxx tanggal lahir
XXXXXXXXXX. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal bulan
XXXXXXXXXX tahun XxXxxxxxxxx antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi pertengkaran dan percekcokan terus menerus disebabkan :

1. Tidak dinafkahi lahir dan batin selama sebelas bulan

2. Tidak mau bekerja
6. Bahwa puncak percekcokan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi pada sejak bulan XXXXXXxXxx tahun XXXXXXXxxX yang
disebabkan tidak ada keakuran selama berumah tangga;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Penggugat tidak sabar lagi
membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan Cerai
selanjutnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam Cq
Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra  Tergugat
(XOOXXXXKXXXXKXXXKXXXXKXXXKX) terhadap Penggugat

(OXXXXXKXX XXX XXKXXKXX).
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku :

Atau Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim yang bersidang
adalah Hakim Tunggal dikarenakan hakim yang lainnya sedang dinas luar, oleh
karena itu persidangan tersebut dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap
panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara inperson di persidangan,
sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan
perundang-undangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa kendatipun pihak Tergugat tidak pernah menghadap ke
persidangan, namun proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan
tanpa hadirnya Terugat;

Bahwa terhadap perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi
sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa kendatipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim
tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, nhamun Penggugat
tetap pada gugatannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;
Bahwa meskipun jawaban Tergugat tidak dapat didengar namun oleh karena perkara aquo adalah perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai

berikut :

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK

XXXXXXXXXX, tanggal xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan xxxxXxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxx Nomor:
XXXXXXXXXX tanggal xxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diberi materai
secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian
Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah
sesuai, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXX bertempat tinggal di Jalan Kampong Xxxxxxxxxx Kecamatan
XXXXXXXXXX, Kota Subulussalam di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxx Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar xxxxxxxxxx tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX,, kemudian terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx,, di rumah saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar xxxxxxxxxx,tahun yang lau rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun, sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari pengaduan
Penggugat kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja,
Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat
berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar xxxxxxxxxx,tahun yang lalu sudah
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, bahkan saksi menghadiri
upaya perdamaian tersebut, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;
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2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur Xxx tahun, agama Islam,
pekerjaan  xXxxxxxxxx,, bertempat tinggal di Jalan Kampong
XXXXXXXXXX,Kecamatan XXXxXXxXxxxX,, Kota Subulussalam, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai xxxxxxxxxx,Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar xxxxxxxxxx,tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX,, kemudian terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx,, di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekitar xxxxxxxxxx,tahun yang lau rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak rukun, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dari pengaduan
Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bekerja,
Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat
berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar xxxxxxxxxx,tahun yang lalu sudah
berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, bahkan saksi menghadiri
upaya perdamaian tersebut, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;
Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya
semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya, adapun kesimpulan dari Tergugat tidak dapat didengar

karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka
berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
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Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai gugat maka
dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti
P.1, perkara ini termasuk dalam wilayah yuridiksi Mahkamah Syar’iyah Kota
Subulussalam, maka telah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 jo.
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, para pihak telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan
ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk
menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis,
meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan
dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah
dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan maka
keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan perkara ini dapat diperiksa dan
diselesaikan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019
yang menyatakan memberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim
Tunggal dengan catatan jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang
dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh
Majelis jo. Penetapan Plh. Ketua Mahkamah Syariyah Kota Subulussalam
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Nomor 65/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 13 September 2019, oleh karenanya
persidangan pada perkara aquo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk perkara a quo tersebut tidak dapat
dilaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun
2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan pihak Tergugat tidak
pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,
namun Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat
tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal XXXXXXXXXX,
telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang
disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak bertanggung jawab
dalam hal nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan
puncaknya terjadi pada saat yang sama yaitu XXXXXxXxxxX, yang akibatnya
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan
Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan
Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam
rangka menghindari kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani
pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang
saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing
yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan
akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh
Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :
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o Bukti
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) bermaterai secukupnya
(nazegeling) adalah bukti autentik yang menyatakan secara sah bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah
Kota Subulussalam, dengan demikian bukti tersebut secara yuridis formil
maupun materil dapat diterima;

. Bukti
fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) bermaterai secukupnya

(nazegeling) adalah bukti condicio sine qua non dalam perkara ini,
sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formil
adalah persona standi in judicio;

. Kesaksian saksi-saksi Penggugat, sebagai xxxxxxxxxx, dan
XXXXXXXXXX,Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di
persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi tidak menyaksikan
langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat,
namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang
dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan
tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan
Tergugat sejak lebih kurang xxxxxxxxxx,tahun yang lalu dan tidak pernah
lagi hidup bersama, oleh karenanya Hakim berkesimpulan saksi
Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan
dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor
299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa
keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu
akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil
pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo.
Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000
yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung
pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah
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dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang

tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil
dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-
dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam
perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan
Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya
berpisah tempat tidur/ranjang (scheiding van tafel en bed) sejak lebih kurang
XXXXXXXXXX, tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata
akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara
aquo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

istri yang sah;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sejak sekitar bulan xxxxxxxxxx, sudah mulai tidak rukun, telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja,
Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat
dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkata kasar kepada
Penggugat dan Tergugat suka cemburu;

4, Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih
XXXXXXXXXX,tahun yang lalu hingga saat ini;

5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah ada komunikasi dan saling peduli;
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6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan
berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan
perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan

sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang mengakibatkan sejak lebih kurang xxxxxxxxxx,tahun
yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;

3. Bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum
tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan
pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) yang berakibat
kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan
sakinah mawaddah dan rahmah) sebagaimana tujuan perkawinan yang
tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat

(21) yang berbunyi :
o eSwii | ge oS 815 ol LT ey
8350 aSins Jozs Lgnd| |siSwi) Llgjl
vssSais psi) oLV dJs 9 ol ass,

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;
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Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami
oleh Penggugat dan Terugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka
dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah)
kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau
Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil
syari’'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-
Nadloir dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

<

baod | ol g0 odo | ow Liod | 1,5
cJ

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus
didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh
yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim sependapat
dengan dalil yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang

diambil alih sebagai pendapat Hakim :

- i, poc ol 5]

Artinya: “jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap
suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talag suaminya dengan talak
satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah
(broken marriage) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang
tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini
telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang perkawinan jo. Pasal
65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena
itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan
dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat
dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah
tangga, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX).
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4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu

ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar’iyah
Kota Subulussalam, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Miladiyah/tanggal 23
Shafar 1441 Hijriyah oleh Fadhilah Halim, S.H.l.,, M.H., sebagai Hakim dan
putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dan dibantu Hidayatullah, S.H.l, sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti Hakim

Hidayatullah, S.H.I Fadhilah Halim, S.H.l, M.H

Perincian Biaya Perkara:

' (P Biaya pendaftaran............... Rp 30.000,00
2, Biaya ATK.....oociieiiiieee e Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pdan T
Rp545.000,00
4, Biaya PNBP panggilan
pertama..........cccccevvvnnenne Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi............cccoevvvvviiinninns Rp 10.000,00
6. Biaya materai...........coeeeeeiiiineeeees Rp 6.000,00
JUMIAN e Rp661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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